BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/ 080 JKUM/2020

TENTANG

FORUM ANAK KABUPATEN TAPIN
PERIODE 2020 - 2022
BUPATI TAPIN,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal
6 ayat (8), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2),
Pasal 15, dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu
membentuk Forum Anak Kabupaten Tapin
Periode 2020 - 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat 1 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat 11 Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomar 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);




Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusiza (Lembaran
Negara Republik Indonesiz Tzhun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235],
sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5946),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019



tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran WNegara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);



10.

L.

12

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &0
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hulkum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;



13.

14.

15.

16.

15

Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Forum Anak;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin Nomor
09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin,
scbagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin
Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor
25 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin;



Menctapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Membentuk Forum Anak Kabupaten Tapin
Periode 2020 - 2022, dengan susunan
kepengurusan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU terdiri atas:

a. Tim Kode Etik, bertugas:
melakukan pengawasan dan penindakan atas
pelaksanaan Kode Etik pada Pendamping,
Fasilitator, dan Pengurus Forum Anak;

b. Pendamping, bertugas:
melakukan pendampingan pada Pengurus dan
Fasilitator Forum Analk;

c. Fasilitator, bertugas:
melakukan fasilitasi terhadap Pengurus
Forum Anak;

d. Pengurus, bertugaé:
melakukan fungsinya sebagai  Wadah '

partisipasi anak di daerah.

Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya berpedoman pada Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Forum Anak, dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku lainnya.



KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tapin, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tapin, dan sumber anggaran
sah lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Bupati Tapin di Rantau;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;

5. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tapin di Rantau;

7. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
OMOR :188.45/ri2n fKUM/2020
TANGGAL :-= sprygy, oo

SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM ANAK KABUPATEN TAPIN
PERIODE 2020 - 2022

NO.

JABATAN

DALAM KEPENGURUSAN

JABATAN KEDINASAN/
NAMA PENGURUS

ANCTGOTA

L. TIM KODE ET‘[K
KETUA
ME.RANC:KAP ANGGOTA

3 FASILITATOR

3. Mulyana Afridha [Fasilita'{br)

chala Dinas Pembcrdayaan Pefcmpuan

dan Pcrlmdungan Anak Kabupaten Tapm

1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perfmdungan Anak Kabupaten Tapln

2. Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi dan
Partisipasi Anak Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tapin

| 4. Ria Rezky Juda, S -I{ M.

4. Muhammad Zaid (Fasilitator)

1. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tapm

2. Kepala Seksi Hak Sipil, Informam dan
Partisipasi Anak Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tapin

3. Rudin Wijiono , S.8i.
Pelaksana Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tapm

Pelaksana Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tapin

; 5. Aditya Nugraha, S.H.

\ Pelaksana Dinas Pemberdayaan
‘- Perempuan dan Perlindungan Anak
deupaten Tapm

1
2 Mu]yana Afndha
5

y Muhammad Za1d

. Dwi Ajeng Salma
Abdul Kanm Ma]1d1

1 5 ” Mauhcia Ra.hmah
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